. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Konsumen

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut tata Bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan
dan hukum. Perlindungan berasal dari kata dasar lindung, jika diberi awalan me- dan akhiran
-i sehingga menjadi kata melindungi maka memiliki arti menjaga, merawat, memelihara,
lebih jauh jika kata dasar lindung diberikan awalan pe- dan akhiran -an, sehingga menjadi
kata perlindungan yang memiliki arti perbuatan untuk melindungi, yaitu menjaga, merawat

dan memelihara.

Dalam mencari pengertian hukum, hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi
hukum jawabannya pun berbeda, hal ini setidak-tidaknya untuk sebagian dapat diterangkan
oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum, sehingga tidak mungkin orang
menyatukan dalam satu rumus secara memuaskan. Pemaknaan kata perlindungan konsumen
secara kebahasaan mencakup unsur-unsur, yaitu: 1) unsur tindakan melindungi; 2) unsur
pihak-pihak yang melindungi; dan 3) unsur cara-cara melindungi, dengan demikian, kata
perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan
melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan

cara-cara tertentu.!

! Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit
UNILA, Bandar Lampung, HIm. 30



Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan
dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan
dapat melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan:
a. Membuat Peraturan (by giving regulation), bertujuan untuk:

1. Memberikan hak dan kewajiban;

2. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
b. Menegakkan peraturan (by law enforcement), melalui:

1. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya
pelanggaran hak-hak konsumen (pengguna tenaga listrik), dengan perjanjian dan
pengawasan;

2. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) pelanggaran hak-
hak konsumen listrik, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;

3. Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak (curative; recovery; remedy),

dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.?

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud perlindungan hukum adalah cara atau
perbuatan untuk melindungi para pihak untuk mencegah adanya pelanggaran yang merugikan
pihak-pihak, namun demikian, dalam penelitian ini hanya akan mengkaji perlindungan

hukum terhadap konsumen listrik dalam pengukuran jumlah pemakaian arus listrik.
2. Perlindungan Konsumen

Setiap orang atau individu pada dasarnya merupakan konsumen atas barang dan/atau jasa
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, oleh karena itu jumlah konsumen
sangat banyak dan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Menyadari akan hal itu sudah

sewajarnya dan wajib hukumnya apabila konsumen tersebut diberikan perlindungan terhadap

2 1bid, HIm. 31



perilaku-perilaku dari pihak-pihak tertentu yang akan merugikan konsumen. Berdasarkan
ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen.

Upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak-pihak baik konsumen atau
pelaku usaha dirasakan sangat penting sehingga hak dan kewajiban pihak-pihak dapat
dilindungi dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan memperoleh
keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ditujukan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan

kewajibannya secara adil.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Secara umum semangat perlindungan konsumen di Indonesia adalah untukk mendukung

pembangunan Indonesia terutama dari segi ekonomi yang seimbang dan adil, untuk mencapai

semangat tersebut perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagaimana
dijelaskan pada Pasal 2 UUPK, yaitu:

a. Asas manfaat, dimaksudkan agar penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memeberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
secara keseluruhan;

b. Asas keadilan, maksudnya adalah agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

c. Asas keseimbangan, berguna untuk memberikan keseimbagan antara kepentingan

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual;



Asas keamanan dan keselamatan konsumen, untuk memberikan jaminan atas keamanan
dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatn barang dan
atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

Asas kepastian hukum, bertujuan agar pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan
memperoleh keadilan dalam penyelengaraan perlindungan konsumen, serta negara

menjamin kepastian hukum.

Pasal 3 UUPK juga menyatakan bahwa perlindungan konsumen memiliki tujuan,

diantaranya:

1.

meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri;

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen;

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksibarang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

konsumen.

Konsumen dan Pelaku Usaha
Konsumen

Pengertian Konsumen



Konsumen adalah setiap pengguna barang dan/atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri,
keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk meproduksi atau memperdagangkan kembali
barang dan/atau jasa tersebut, yang disebut sebagai konsumen akhir.> Konsumen yang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah setiap pengguna arus listrik yang disebut dengan
konsumen listrik. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK dikatakan bahwa konsumen adalah
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen pertama kali dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy
dalam pidatonya di hadapan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 15 Maret 1962. Dalam
Pidatonya yang berjudul Protecting the Customer Interest itu, presiden John F. Kennedy
menyatakan ada 4 (empat) hak konsumen, yaitu:

1) hak untuk memperoleh keselamatan (the right to safety);

2) hak untuk diberitahu (the right to be informed);

3) hak untuk memilih (the right to choose); dan

4) hak untuk didengar (the right to be heard).*

Berdasarkan Pasal 4 UUPK, hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

® Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan
Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, HIm. 37
* Wahyu Sasongko, op. cit: HIm.20



hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;

hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 5 UUPK, kewajiban konsumen adalah:

1.

2.

a.

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha diartikan sebagai orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik secara sendiri-sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai

bidang ekonomi.



PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kelistrikan yang
melayani masyarakat di seluruh nusantara bertekad untuk memberikan pelayanan jasa
ketenagalistrikan yang terbaik dan memenuhi standar ketenagalistrikan yang dapat diterima
dunia internasional dan mewujudkan hal itu dengan bertumpu pada kapasitas seluruh
warganya, dalam menjalankan bisnisnya, PLN bertekad bekerja dengan semangat untuk
selalu menghasilkan produk dan pelayanan yang terbaik serta memperlakukan pelanggan,

mitra usaha, dan pemasok dengan adil tanpa membeda-bedakannya.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 UUPK, hak pelaku usaha adalah:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan
nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak
baik;

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 7 UUPK, kewajiban pelaku usaha adalah :

1. Dberitikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;



4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau yang diperdagangkan;

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang

diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Pelanggaran atas perjanjian disebut wanprestasi, perkataan wanprestasi berasal dari bahasa
Belanda yaitu “wanbeheer” yang berarti pengurusan buruk, “wandaad” yang berarti
perbuatan buruk,®> sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad Wanprestasi adalah tidak
memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.®
Wanprestasi (default atau nonfulfilment atau yang disebut juga dengan istilah breach of
contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang
dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak

yang bersangkutan.’

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan
untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga

oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

> Subekti, 2004, Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, HIm. 45

® Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Pt. Citra Aditya, Bandung, HIm.
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" Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Penertbit PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, HIm. 87



Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena: (1) kesengajaan; (2) kelalaian; (3) tanpa
kesalahan (tanpa kesengajaan dan kelalaian),® akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau
hukum perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu
kontrak tidak dilaksanakan karena ada unsur sengaja atau tidak sengaja, dimana akibat
hukumnya tetap sama, yakni dengan pemberian ganti kerugian dengan penghitungan-
penghitungan tertentu, kecuali tindakan wanprestasi tersebut karena alasan-alasan memaksa
(force majeure) yang umumnya memeang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi

baik untuk sementara atau untuk selamanya.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjiakan;

c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian dapat dimintakan
pertanggungjawaban oleh pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, pelakunya
bertanggungjawab karena perbuatannya telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen,
menimbulkan kerugian. Akibat hukum yang timbul bagi pihak yang melakukan wanprestasi
dapat berupa:

1. Pemenuhan perjanjian secara sempurna;

2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, terdiri atas biaya, rugi, dan bunga;

3. Pembayaran ganti rugi saja;

4. Pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. °

8 Ibid, HIm. 88
% Ibid, HIm. 45



Wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum yang begitu penting, maka harus dibuktikan
terlebih dahulu apakah ada pelanggaran terhadap kontrak karena wanprestasi tersebut. Ganti
rugi atas wanprestasi menurut hukum perdata belanda hanya dapat ditentukan dalam bentuk
uang jika objek perjanjian uang, maka kerugian yang diderita kreditur dimintakan

pembayaran interest, rente, atau bunga.

D. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung Jawab secara kebahasaan adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya
(kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya),*
sedangkan dalam bahasa inggris, kata tanggung jawab digunakan dalam beberapa padanan
kata, yaitu liability, responsibility, dan accountability. Tanggung jawab hukum adalah
kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Di sini, ada
norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan
yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban

sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.*

2. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Hukum

Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku yang tidak baik yang dapat
merugikan konsumen. Pengenaan tanggung jawab terhadap pelaku usaha digantungkan pada
jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Tanggung jawab menurut hukum digantungkan pada

adanya persyaratan yuridis sesuai dengan bidang hukumnya.

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, Kamus Bahasa
Indonesia, edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, HIm. 1006
1 Wahyu Sasongko, op. cit: HIm.96



Tanggung jawab dalam hukum pidana berbeda dengan tanggung jawab dalam hukum
perdata, umumnya tanggung jawab dalam hukum pidana mencakup unsur-unsur pokok, yaitu:
(1) ada pelaku yang mampu bertanggungjawab; (2) ada tindakan atau perbuatan yang salah;
dan (3) ada hukuman yang dijatuhkan, sedangkan tanggung jawab dalam hukum perdata
digantungkan pada sifat hubungan hukum yang melahirkan hak-hak keperdataan. Tanggung
jawab dalam hukum perdata dapat dimintakan berdasarkan pelanggaran kontrak karena
wanprestasi atau melalui perbuatan melawan hukum. Untuk meminta pertanggungjawaban
melalui hukum perdata mensyaratkan keharusan adanya kesalahan dari pihak pelakunya.?

Berikut ini adalah beberapa bentuk tanggung jawab hukum, yaitu:

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan
Menurut prinsip ini, para pihak yang melakukan kesalahan dalam perjanjian atau
melakukan wanprestasi baik yang disengaja atau tidak disengaja harus bertanggungjawab
membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu.** Tanggung jawab
tersebut dimulai sejak adanya kesepakatan terhadap suatu hal yang diperjanjikan para
pihak, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian itu akan
bertanggungjawab berdasarkan kerugian yang nyata dialami oleh pihak yang lain atau

yang dirugikan.

b. Tanggung Jawab Secara Langsung

Tanggung jawab secara langsung adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut
ketentuan hukum yang berlaku, dimana tanggung jawab secara langsung digunakan
sebagai solusi alternatif terhadap kebuntuan dalam meminta pertanggungjawabanhukum

yang didasarkan pada kesalahan pelaku usaha, sehingga tanggung jawab secara tidak

"2 Ibid, HIm. 20
Y Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, Penerbit PT Citra Aditya Baki,
Bandung, HIm. 48



langsung sering diartikan sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan. Tanggung jawab
secara langsung atau tanggung jawab berdasarkan resiko dalam hukum perlindungan
konsumen diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencernaan, dan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan

diperdagangkan.
c. Tanggung Jawab Produk

Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau
badan yang menghasilkan suatu produk (producer manufactur) atau dari orang atau
badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor,
assembler) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller,
distributor) produk tersebut.* Mirip dengan pengertian tersebut, Agnes M. Taor
mengatakan bahwa tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk
produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan
kerugian karena cacad yang melekat pada produk tersebut.*®

d. Tanggung Jawab Profesional

Pengertian tanggung jawab professional adalah tanggung jawab hukum (legal liability)
dalam hubungan dengan jasa professional yang diberikan kepada klien.'® Ketentuan
hukum yang dapat dijadikan dasar eksistensi tanggung jawab professional adalah
ketentuan dalam Pasal 1601 KUH Pdt yang menjelasakn bahwa selain perjanjian untuk

menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu

Y H.E. Saefullah, 2000, Tanggung Jawab Produsen (product liability) dalam Era Perdagangan Bebas,
Mandar Maju, Bandung, HIm. 46

> Agnes M. Taor, 1988, Penyalahgunaan keadaan dan Tanggung Jawab atas Produk di Indonesia.
Yayasan Pusat Pengkajian dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, HIm. 7
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dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-
syarat ini tidak ada, perjanjian yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam
perjanjian, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu
pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni perjanjian kerja dan perjanjian

pemborongan Kkerja.

e. Tanggung Jawab Kontrak

Kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis, perjanjian atau kontrak dapat dibuat
dengan bebas asalkan didasarkan pada kesepakatan (agreement). Sehubungan dengan itu
maka perjanjian atau kontrak merupakan indikator adanya hubungan hukum atau
transaksi antarpihak, dengan kata lain tidak ada kontrak maka tidak ada hubungan
hukum. Tanggung jawab kontrak adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut
ketentuan hukum yang berlaku yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak yang dibuat

para pihak.

E. Ketenagalistrikan

1. Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan merupakan sebuah kata yang diawali dengan awalan ke- dan diikuti kata
dasar tenaga listrik serta diakhiri dengan ahiran -an memiliki arti segala sesuatu yang
menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tanaga listrik.
Sehubungan dengan pengertian tersebut maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
ketenagalistrikan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tenaga listrik adalah suatu
bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala
macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika,

atau isyarat.



Tenaga listrik atau yang lebih sering disebut arus listrik merupakan aliran muatan listrik
berupa aliran elektron atau aliran ion. Aliran ini harus melalui media penghantar listrik yang
biasa disebut sebagai konduktor. Konduktor yang paling banyak digunakan dalam kehidupan
sehari-hari adalah kabel logam, kabel logam inilah yang digunakan untuk sebagai media
dalam aliran arus listrik.” Ketika dua ujung kabel disambungkan pada sumber tenaga listrik
maka elektron akan mengalir melalui kabel penghantar dari kutub negatif menuju kutub
positif. Aliran elektron inilah yang disebut sebagai aliran listrik sehingga sehingga aliran
listrik yang disalurkan tersebut akan mengoperasikan atau menghidupkan peralatan rumah
tangga, peralatan kantor, mesin industri dan menyediakan energi yang cukup untuk

pencahayaan, pemanas, dan industri proses memasak.

2. Transmisi Tenaga Listrik

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa
transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem
distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem. Transmisi atau
penyaluran tenaga listrik menggunakan media penghantar seperti yang digunakan oleh semua
orang atau konsumen pengguna listrik yaitu kabel listrik. Kabel listrik inilah yang berfungsi
sebagai alat untuk menyalurkan listrik tersebut dari satu tempat ketempat yang lain. Tenaga
listrik atau arus listrik yang disalurkan kepada konsumen disesuaikan dengan kebutuhan
konsumen, seperti untuk kebutuhan sosial, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan bisnis,
kebutuhan industri dan kebutuhan pemerintah. Arus listrik yang disalurkan kepada konsumen
sesuai kebutuhannya dibatasi oleh batas daya sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian jual

beli tenaga listrik. Semakian besar aliran listrik yang masuk dan diikuti semakin banyak

Yhttp://www.Imannurrohim.wordpress.com/2010/09/23/defenisi-tenaga-listrik/diakses tanggal 25
September tahun 2012
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pemakaian arus listrik maka akan semakin besar juga harga yang akan dibayar oleh pengguna

arus listrik tersebut.

F. PT PLN (Persero)

1. Sejarah PT PLN (Persero)

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai
ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan
pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945
terjadi peralihan pengelolaan perusahaan- perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah
Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia Il. Proses peralihan
kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia Il pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah
kepada Sekutu.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi
Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif
menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada
Pemerintah Republik Indonesia. Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di
bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik

sebesar 157,5 MW pada 27 Oktober 1945.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan
Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas
yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan
negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara
dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972,
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN)

ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha



Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta
untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih
dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK

dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.*®

PT PLN (Persero) merupakan perusahaan negara yang bergerak dibidang pelayanan umum
yang bersifat profit, meskipun profit, perusahaan negara seperti ini sangat menguntungkan

rakyat banyak sebab tujuannya lebih banyak diarahkan pada usaha memakmurkan rakyat.*®
2. Visi dan Misi PT PLN (Persero)

PT PLN (Persero) dengan motonya “Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik™ merupakan
perusahaan negara yang bergerak dibidang pelayanan umum yang bersifat profit, meskipun
profit perusahaan negara seperti ini sangat menguntungkan rakyat banyak sebab tujuannya
lebih banyak diarahkan pada usaha memakmurkan rakyat. Listrik untuk kehidupan yang lebih
baik adalah merupakan cita cita yang seharusnya direalisasikan sehingga masyarakat sebagai
konsumen listrik mendapatkan kepuasan dalam hubungannya pelaku usaha. PT PLN
(Persero) memiliki Visi dan Misi dalam mewujudkan “listrik untuk hidup yang lebih baik”,
yaitu:

1) Visi PT PLN (Persero) adalah:

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya
dengan bertumpu pada potensi insani.

2) Misi PT PLN (Persero) adalah:

18 http://www.pln.co.id diakses tanggal 4 April tahun 2012
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a) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada
kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham;

by Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat;

¢) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi;

d) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

PT PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melayani
masyarakat di seluruh nusantara, bertekad untuk memberikan pelayanan jasa
ketenagalistrikan yang terbaik dan memenuhi standar ketenagalistrikan yang dapat diterima
dunia internasional dan mewujudkan hal itu dengan bertumpu pada kapasitas seluruh
warganya, dalam menjalankan bisnisnya, PLN bertekad bekerja dengan semangat untuk
selalu menghasilkan produk dan pelayanan yang terbaik serta memperlakukan pelanggan,
mitra usaha, dan pemasok dengan adil tanpa membeda-bedakannya.

3. Gambaran Umum PT PLN (Persero) Wilayah Lampung Area Tanjung Karang

Rayon Karang

PT PLN (Persero) Wilayah Lampung Area Tanjung Karang Rayon Karang sebagai lokasi
penelitian beralamat di jalan Diponegoro No. 14 Bandar Lampung Telp. (0721) 263206
bertugas dan berfungsi mengelola pendistribusian dan penjualan tenaga listrik kepada
pelanggan listrik di provinsi Lampung secara khusus di kota Bandar Lampung. Perusahaan
Perseroan ini memiliki misi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan
dan pemegang saham, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan
ekonomi, serta menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, sehingga

menjadikan perusahaan yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu



pada potensi insani dan diakui di dunia internasional. PT PLN (Persero) Wilayah Lampung
Area Tanjung Karang Rayon Karang memiliki jumlah pelanggan sebayak 78. 378 pelanggan

per periode bulan Mei 2012.

Berikut Wilayah usaha PT PLN (Persero) Wilayah Lampung dibagi menjadi beberapa Area
yakni:

1) PLN Area Tanjung Karang

2) PLN Area Metro

3) PLN Area Kotabumi

Berikut ini adalah rayon di bawah PLN Area Tanjung Karang :

a) Rayon Karang melayani Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung
Karang Timur, Kemiling.

by Rayon Wayhalim melayani Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Kedaton, Tanjung Senang.

¢) Ranting Teluk Betung melayani Padang Cermin, Punduh Pidada , Kelumbayan,
Kelumbayan Barat, Panjang, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung
Utara.

d) Ranting Sutami melayani Tanjung Bintang, Tanjungsari, Way Panji, Way Sulan,
Waway Karya (1/2), Merbau Mataram (1/2).

e) Ranting Natar melayani Natar, Tegineneng, Jati Agung, Negeri Katon.

f) Ranting Sidomulyo melayani Sidomulyo, Katibung, Penengahan, Merbau Mataram
(1/2).

g) Ranting Kalianda melayani Bakauheni, Candipuro, Kalianda, Ketapang, Palas,

Rajabasa, Sragi.”

2 http://www.pln.co.id/lampung/?p=62 diakses tanggal 4 April 2012
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Untuk memudahkan dalam proses penelitian maka penulis membatasi lokasi penelitian yaitu
pada PT PLN (Persero) Wilayah Lampung Area Tanjung Karang Rayon Karang yang
mencakup Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur,
dan Kemiling. Berikut ini adalah jenis-jenis Pelayanan PT PLN (Persero) Wilayah Lampung

Area Tanjung Karang Rayon Karang meliputi 2 (dua) jenis pelayanan, yaitu:

1) Pelayanan Pelanggan
Pelayanan pelanggan oleh PT PLN Rayon Karang melayani:
a. Pelayanan Pelanggan
1. Pasang Baru;
2. Tambah Daya;
3. Ganti Balik Nama;
4. Perubahan Tarif;
5. DIl
b. Pengaduan baca meter
c. Pembayaran rekening
d. Informasi pelanggan

e. Listrik Prabayar

2) Pelayanan Teknik
PT PLN Rayon Karang memberikan pelayanan terhadap konsumennya dengan melakukan
pelayanan tehknik. Pelayanan tehknik meliputi pelaksanan teknik dari pelayanan pelanggan

untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.
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Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa :

Perlindungan hukum sebagai cara atau perbuatan untuk melindungi para pihak yang dalam
hal ini adalah konsumen listrik dan PT PLN (Persero) yang diberikan oleh hukum untuk
mencegah adanya pelanggaran yang merugikan pihak-pihak. Perlindungan terhadap
konsumen diatur dalam UUPK, UUPK merupakan payung hukum untuk melindungi
konsumen dalam berbagai masalah konsumen, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa
peraturan-peraturan yang lain juga mengatur perlindungan terhadap konsumen, kemudian
berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa PT PLN (Persero)
sebagai pelaku usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan Konsumen Listrik

melakukan sebuah kesepakatan jual beli dalam penggunaan arus listrik, dimana PT PLN

melakukan penjualan  tenaga
listr
Y Y Y
Hak dan kewajiban Mekanisme Tanggung jawab PT ik
para pihak menurut pengukuran/pencatatan PLN (Persero) dalam dan
Undang-Undang jumlah pemakaian arus kesalahan pengukuran
Ketenagalistrikan listrik oleh PT PLN pemakaian arus listrik kon

sumen listrik membeli sehingga menimbulkan adanya hubungan hukum yang menimbulkan

hak dan kewajiban para pihak-pihak.

Konsumen listrik harus melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran jumlah
pemakain arus listrik yang digunakan sehingga dapat menagih haknya kepada PT PLN
(Persero) untuk melakukan kewajiban-kewajiban terkait dengan memberikan pelayanan yang
baik dalam mengalirkan tenaga listrik kepada konsumen, kemudian yang lebih penting lagi
adalah adanya kepastian hukum terkait dengan bagaimana mekanisme PT PLN (Persero)

dalam pengukuran jumlah pemakaian arus listrik, dan bagaimana upaya yang dilakukan PT



PLN (persero) atau tanggung jawab sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
terhadap konsumen listrik yang dirugikan apabila terjadi kesalahan dalam pengukuran jumlah
pemakain arus listrik sehingga akan lebih jelas bagaimana perlindungan hukum terhadap

konsumen listrik dalam pengukuran jumlah pemakaian arus listrik.



